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Republik Indonesia Tahur 1958 Noma
Republik Indonesia Nomof649); & «n ", ‘
Undang-Undarig Nomor20¥Fah(ir200 isterf"Rendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesi { ambahan
_ Lembaran Negara Republik Indo omor 4301);
. 3 Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 Tentang Pemefintéhan Daerah (Lembaran
\\ Negara Republik %‘ﬁb&fﬁ Tahun 2014 Nomor 244,/Tambahan Lembaran Negara
“Republik Indongsia Nomor 5587) sebagaimana teléhidiubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2016 féntang perubahan kedua atas
dang-Undang ri23yTahiun 2014 terftanl Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Ifidonesia Tahlin 2015 N6méf 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia:Nomor 5679); "
4. Peraturan Pemerintah ahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraant, Péndidikeh #(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaraf®Negdféd Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah “Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
> Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Standar
g Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
8  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tanun 2012 Tentang

mmstdlsﬁkm dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014  Tentang
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidkan Dasar dan
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10. Surat Mend '
diknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari Tahun 2007 Tentang

Prioritas Pendirian 1zin Sekolah Menengah ;
11. Peratur '
Novem::r Sg:’;mur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
Bireh Beta Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala
stk naman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
: A n di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur;
,nalikan y Alli;la_flxlile;zrrgohonan Kepala Sekolah SMK Negeri | Wewewa Timur Nomor 502/SMK. |
p LR 20 tangg.al — Desember 2020 Tentang Permochonan Izin Operasional
) ah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri | di Kabupaten Sumba Barat Daya,
ekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor ; 848/1158/PK/2021 tanggal 13 April 2021

MEMUTUSKAN

1 ) : Mgmberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
¢ :BJ':::U‘SH (SMK) Negeri | Wewewa Timur di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Jurusan
erikut .
No| Bidang Keahlian | Program Keahlian Kompetensi Keahlian | Lama Pendidikan
1| Agribisnis dan Agribisnis Temak Agribisnis Temak 3 Tahun
Agroteknologi Ruminansia
2 | Agribisnis dan Agribisnis Agribisnis 3 tahun
Agroteknologi Pengolahan Hasil |  Pengolahan Hasil
Pertanian Pertanian

3 | Agribisnis dan Agribisnis Agribisnis Tanaman 3 tahun

Agroteknologi Tanaman Pangan dan
Hortikultura

4 | Agribisnis dan Agribisnis Termak Agribisnis Temak 3 Tahun
Agroteknologi Unggas

. I1zin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);
IKETIGA - |zin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 19 April 2021 sampai
dengan tanggal 18 April 2026, setelah itu diusulkan untukdiperpanjang;
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri | Wewewa Timur ) di Kabupaten Sumba Barat

KEDUA

KEEMPAT
Daya berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi
berbagai ketentuan yang berlakuy;
KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di :Kupang
Pada tanggal : 19 April 2021
a.n()Gubernur Nusa Tenggara Timur
Aepala Dinas Penanaman Modal
i en PTSP Provinsi NTT, \«j
.-" oY
T
)
| Tembusan : 2

| 1. Menleri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakaria;
| 2. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3 Wa_kii Gubemnur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
;.‘r Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
5. Bupali Sumba Barat Daya di Tambolaka;

6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
e SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diJakarta;
ndidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
aman Modal dan PTSP  Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
n dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;

\ Pendidikan Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
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